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DEI{GAIT RAHMAT TUIIAIT YAI{G MAIIA ESA

Menimbang

\-, Mengingat

GI'BERITT'R LIIUPIITG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah perlu membentuk Peraturan Gubernur l,ampung tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahw 2Ol9-2O24;

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l,embaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 terrtang Rencana
Pernbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2425
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47OOl;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(tembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 3);
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020;

9. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran
Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan lrmbaran
Berita Daerah 3 l4) ;

1O. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi l.ampung (Lembaran Berita Daerah Tahun 2019
Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024 (l*mbaran Berita Daerah Tahun 2019
Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERITI'R TENTANG RENCANA
STRATEGIS PROVIilSI LAMPUITG TAHT'N 2OL9-2O24.

BAB I
XETETTUAI{ T'MUM

Paral 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi l,ampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur l,ampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelak$anaannya dilakukan oleh kementenan negara dan
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.
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7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat
RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode
5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode I (satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 {dua puluh)
tahun.

1O. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Ke{a Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perenc.rnaan Daerah untuk periode I (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagran dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan telorologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

14. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

15. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang krisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDT'XAN REITSTRA PERANGI(AT DAERAII

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2Ol9-2O24 merupakan penjabaran RPJMD
2019-2024.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
Pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

(1)

BAB III
SISTEMATIKA REIISTRA PERATGXAT DA,ERAII

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah

BAB IV : Tujuan dal Sasaran

BAB V : Strategis dan Arah Kebdakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
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BAB VII : Kineda Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII : Penutup

(2) Isi beserta Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB Iv
XETEI{TUAN PEITUTI'P

Palal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 November

GqBEBTIU&LA!IEUrG,

ARINAL DJUNNDI

nd

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHT'N 2019 NOMOR .:.q

Salinan sesu dengan aslinya
KLPALA HIJKT M,

ZULTIKAR SE.. MH.
Pembilla f]tama Muds

NIP. r968U28 199203 I 00J

2019

ttd

I

IT. trXHRIZAL DARMINTO. MA.
Pemblna Utama Madya

NrP. 19641021 199q)3 I OO8

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 28 )9r\er 2019

.-
SEKRETARISPAERAH PROVUISI LAItrPUIYG,


